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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan teknologi saat ini sangatlah pesat sehingga masyarakat harus 

mengikuti perkembangan tersebut untuk menunjang proses kehidupan sehari-hari. 

Secara sosiologis, teknologi adalah salah satu elemen yang memengaruhi setiap 

tindakan, aktivitas, dan perilaku manusia. Misalnya, kemajuan dalam teknologi 

komunikasi dapat mengubah cara orang berinteraksi dan berhubungan satu sama lain.1 

Banyak usaha dan kegiatan mulai bermunculan dengan memanfaatkan 

perkembangan teknologi komunikasi, salah satunya ialah kemunculan usaha penyedia 

layanan jasa transportasi Ojek Online. Transportasi ojek online adalah metode 

transportasi berbasis aplikasi online di mana pelanggan menggunakan perangkat 

elektronik mereka untuk memesan layanan ojek online dan terhubung dengan driver 

yang menerima pesanan dan siap mengantarkan pelanggan ke tempat tujuan mereka. 

Ojek online adalah jenis transportasi umum yang menggunakan sepeda motor sebagai 

pengendara. Namun, karena mereka menggabungkan kemajuan teknologi, ojek online 

dianggap lebih maju.2 

Ojek Online juga dapat memudahkan pengguna jasa untuk memanggil driver  

ojek tidak hanya dalam hal sebagai sarana driver orang atau barang namun juga dapat 

dimanfaatkan untuk membeli barang bahkan memesan makanan sehingga dalam 

masyarakat global terutama di kota-kota besar dengan kegiatan yang sangat padat dan 

tidak dapat dipungkiri masalah kemacetan selalu menjadi polemik, ojek online ini hadir 

 
1Rizka Nurwitami, ‘Dampak Nyata Dari Perkembangan Teknologi Yang Dapat Kita Rasakan’, 

Bengkulu, Website of University Bengkulu, 2023. diakses pada 14 september 2024.  
2Moh Amiruddin, ‘Pola Komunikasi Driver Ojek OnlineGrabbike Pada Pelayanan Customer Di Kota 

Malang’, Malang, Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ, 3.2, 2019, hlm.49, doi:10.35897/intaj.v3i2.207. 
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untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan 

mengedepankan teknologi yang semakin maju.  

Kondisi jalan raya atau umum di Indonesia mengalami kepadatan, ojek 

dianggap sebagai cara transportasi umum yang lebih efisien. Ini karena kepadatan di 

jalan raya menjadi kendala yang sering dihadapi oleh masyarakat, khususnya di kota-

kota besar. Cara kerja dari transportasi ojek online ini terbilang sederhana, orang hanya 

membutuhkan satu unit sepeda motor untuk menghasilkan uang dari sewa penumpang. 

Orang-orang dapat menyewa penumpang di tempat-tempat yang ramai, seperti ruang 

publik.  

Dengan adanya ojek online, hidup sehari-hari menjadi lebih mudah. Tidak perlu 

datang ke pangkalan ojek, cukup menggunakan smartphone Anda. Banyak perusahaan 

transportasi online saat ini, seperti Gojek, Grab, Maxim, dan Uber, antara lain. Dengan 

banyaknya saingan, sangat menuntut harus terus mengubah strategi untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar perusahaan. Masyarakat telah 

memanfaatkan transportasi ini untuk melakukan aktivitas mereka. 

 

Hubungan antara driver ojek online dengan perusahaan transportasi online 

adalah hubungan kemitraan. Dalam bidang hukum hubungan kerja sama antar 

perusahaan melalui pola kemitraan tidak lepas dari hukum perjanjian antara para pihak, 

yang didasarkan asas kebebasan berkontrak. Dengan melalui perjanjian akan diketahui 

bahwa hak dan kewajiban masing – masing pihak. Termasuk konsekuensinya apabila 

melanggar atau tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, tanggung jawab pelaku 

usaha ojek online terbatas pada kompensasi kemanusiaan.3 

 
3Siti Nurhasanah Wendra Hardi, Ratna Syamsir, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Jasa 

Angkutan Ojek OnlineDi Bandar Lampung’, Lampung,  Pactum Law Journal, 2 No. 1, 2018, hlm. 513. 
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Sepeda motor yang menjadi alat utama dalam usaha layanan ojek   online 

maupun konvensional (pangkalan) menurut Pasal 47 ayat (3) Undang-undang No.22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidaklah termasuk ke dalam 

kelompok kendaraan bermotor umum karena hanya mobil penumpang, mobil bus dan 

mobil barang masuk dalam kelompok atau kategori kendaraan bermotor umum yang 

berarti sepeda motor tidak boleh digunakan sebagai kendaraan angkutan umum.  

Angkutan ojek merupakan angkutan umum ilegal, karena kenyataannya 

angkutan ini tidak termasuk bagian dari angkutan umum yang diakui keberadaannya 

oleh peraturan perundang-undangan. Sepeda motor belum memiliki payung hukum , 

dan tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 

kepada pengguna jasa (konsumen) ojek online yang tidak bisa memanfaatkan jasa ojek 

online tersebut.4  

Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengguna jasa 

ojek online pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 

Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang 

Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 yang 

menentukan bahwa : 

“Peraturan Menteri ini dimaksudkan memberikan perlindungan keselamatan 

bagi penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang 

dilakukan : 

a. Dengan aplikasi berbasis teknologi informasi; dan 

b. Tanpa aplikasi berbasis teknologi informasi.” 

 

Peraturan ini telah mengatur mengenai 4 hal yaitu aturan, keselamatan, 

kemitraan, dan suspensi mitra driver ojek online. Peraturan ini juga memberikan 

standar, jenis, dan kriteria sepeda motor yang layak digunakan untuk mengangkut 

 
4Dewi Ayu Hamsona and Indri Fogar Susilowati, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan 

Penumpang Kendaraan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat’,Novum: Jurnal Hukum, 

6.2 , 2019, hlm. 1 
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konsumen pengguna layanan, ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019. Pada pasal 3 ayat 2 

“Penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi aspek: keselamatan, keamanan, 

kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan”. 

Implementasi peraturan ini terhadap penentuan standar keamanan, 

kenyamanan, dan keselamatan oleh perusahaan penyedia jasa transportasi online juga 

perlu dibuktikan kefektivitasnya. 

Hal – Hal yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen diatur pada Pasal 1 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang 

mengatur tentang arti Konsumen dan Pasal 4 dan 5 mengatur tentang hak dan kewajiban 

Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan 

nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap 

konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang 

berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara 

Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian Konsumen 

dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah Konsumen Akhir. Hal ini 

dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau 

jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 

lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” 

Perlu diketahui juga bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 

1999 tentang perlindungan konsumen, ada empat hak dasar konsumen, yaitu: Hak 

untuk mendapat keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, dan 
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hak untuk didengar. Jasa transportasi berhubungan dengan pelayanan terhadap 

penumpang, hal ini berkaitan dengan hak-hak penumpang (sebagai konsumen) untuk 

dihormati oleh penyedia layanan jasa transportasi. Sehubungan dengan itu diperlukan 

suatu perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi serta jenis-jenis angkutan 

lainnya adalah unsur keselamatan angkutan dan tanggung jawab pengangkut. 

Secara kewilayahan, Kecamatan Telanaipura, salah satu kecamatan yang berada 

di Kota Jambi, merupakan daerah dengan mobilitas tinggi. Masyarakat di wilayah ini 

sangat memanfaatkan layanan ojek online untuk memenuhi kebutuhan transportasi 

mereka. Layanan ojek online ini telah membantu mengurangi beban lalu lintas dan 

memberikan alternatif transportasi cepat dan efisien. Namun, dengan semakin 

banyaknya  konsumen yang menggunakan layanan ini, muncul pula berbagai 

permasalahan yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha ojek online 

terhadap konsumen. Berikut data jumlah pengguna jasa yang mengalami permasalahan 

di Kecamatan Telanaipura Tahun 2024. 

Tabel 1 

Data Jumlah Pengguna Jasa yang mengalami Permasalahan di Kecamatan 

Telanaipura Tahun 2024 

 

 

Sumber : Kantor Cabang Maxim Kota Jambi  

No.  Bulan   Bentuk Bentuk  Kerugian  
  Keselamatan Keamanan Ketidaknyamanan Keterjangkauan  Keteraturan  

1. Januari 2  1  1 

2. Februari 1     

3. Maret  1  1 1 

4. April 2    1 

5. Mei   2   

6. Juni  3  1   

7. Juli  1   1  

8. Agustus  1    

9. September 1   1 2 

10. Oktober  1 1    

11. November       

12.   Desember       

 Jumlah  10 3 4 3 5 

 Total :  25      
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 Pada Tabe$l 1 dije$laskan bahwa te$rjadi ke$rugian yang dialami ko$nsume$n 

pe$ngguna layanan o$je$k o$nline$ di Ke$camatan Te$lanaipura Ko$ta Jambi Tahun 2024. Ada 

5 aspe$k ke$rugian yang dialami ko$nsume$n pe$ngguna layanan yakni ko$nsume$n yang 

me$ngalami ancaman ke$se$lamatan 10 o$rang, gangguan ke$amanan 3 o$rang, timbulnya 

ke$tidaknyamanan 4 o$rang, ke$te$rjangkauan 3 o$rang, dan ke$te$raturan 5 o$rang. Dari data 

te$rse$but te$rdapat 25 kasus ke$rugian yang dialami o$le$h ko$nsume$n pe$ngguna layanan. 

Dari 25 kasus ini te$rdapat 9 kasus yang tidak te$rpe$nuhi tanggungjawabnya o$le$h pihak 

pe$laku usaha o$je$k o$nline$. 9 kasus te$rse$but te$rdiri dari 4 kasus ancaman ke$se$lamatan, 2 

kasus gangguan ke$amanan, 1 kasus timbulnya ke$tidaknyamanan, 1 kasus 

ke$te$rjangkauan, dan 1 kasus ke$te$raturan. Hal ini me$nunjukkan tidak se$pe$nuhnya 

ko$nsume$n pe$ngguna layanan o$je$k o$nline$ te$rse$but me$ndapat ganti rugi yang se$suai SO$P 

dan Undang-Undang yang be$rlaku, Pe$rmasalahan tanggung jawab ini apabila dite$liti 

le$bih lanjut,  dapat me$ncakup be$be$rapa aspe$k ke$se$lamatan, ke$amanan, ke$nyamanan, 

ke$te$rjangkauan, se$rta ke$te$raturan.  

Be$rdasarkan pe$rmasalahan te$rse$but pe$nulis te$rtarik untuk me$mbahas me$nge$nai 

tanggung jawab pe$laku usaha o$je$k o$nline$ te$rhadap ko$nsume$n pe$ngguna layanan 

transpo$rtasi o$nline$, maka pe$ne$litian ini dibe$ri judul skripsi “Tanggung Jawab Pelaku 

Usaha Ojek Online terhadap Konsumen Pengguna Layanan Di Kecamatan 

Telanaipura Kota Jambi” 

B. Rumusan Masalah  

Be$rdasarkan latar be$lakang yang te$lah diuraikan diatas, maka pe$nulis untuk 

me$nghindari pe$mbahasan yang te$rlalu luas, dalam hal ini pe$rlu pe$nulis batasi 

pe$rmasalahan yang dibahas pada hal-hal se$bagai be$rikut: 

1. Bagaimana tanggung jawab pe$laku usaha o$je$k o$nline$ atas ke$rugian yang 

dialami ko$nsume$n pe$ngguna layanan di Ke$camatan Te$lanaipura Ko$ta Jambi?  
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2. Apa fakto$r pe$nye$bab dari pe$laku usaha o$je$k o$nline$ belum sepenuhnya 

bertanggung jawab te$rhadap ko$nsume$n pe$ngguna layanan di Ke$camatana 

Te$lanaipura Ko$ta Jambi?  

C. Tujuan Penelitian  

Adapun yang me$njadi tujuan dari kajian  pe$ne$litian ini adalah se$bagai be$rikut :  

1. Untuk me$nge$tahui dan me$nganalisa be$ntuk  tanggung jawab pe$laku usaha o$je$k 

o$nline$ me$nye$babkan ke$rugian ko$nsume$n se$laku pe$ngguna layanan. 

2. Untuk me$nge$tahui dan me$nganalisa apa fakto$r pe$nye$bab pe$laku usaha o$je$k 

o$nline$ tidak tanggung jawab te$rhadap ko$nsume$n pe$ngguna layanan. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Salah satu fakto$r pe$ne$litian masalah dalam pe$ne$litian ini bahwa pe$ne$litian ini 

dapat be$rmanfaat kare$na nilai dari se$buah pe$ne$litian dite$ntukan o$le$h be$sarnya manfaat 

yang dapat diambil dari adanya pe$ne$litian te$rse$but. Adapun manfaat yang diharapkan 

dari re$ncana pe$nulisaan ini antara lain :  

1. Manfaat Te$o$ritis  

1. Hasil pe$ne$litian ini diharapkan dapat be$rmanfaat bagi pe$nulis khususnya 

maupun bagi pe$mbaca be$rke$naan de$ngan pe$rke$mbangan transpo$rtasi O$je$k 

O$nline$ saat ini.  

2. Hasil pe$ne$litian ini diharapkan dapat me$mpe$rkaya re$fe$re$nsi dan lite$ratur 

dalam dunia Ilmu Hukum. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yaitu manfaat dari pe$nulisaan hukum ini yang be$rkaitan 

de$ngan pe$me$cahan masalah. Manfaat praktis dari re$ncana pe$nulisaan se$bagai 

be$rikut :  
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Hasil pe$ne$litian ini diharapkan me$mbantu me$mbe$ri masukkan ke$pada 

se$mua pihak yang me$mbutuhkan pe$nge$tahuan te$rkait de$ngan pe$rmasalahan 

yang dite$liti dan dapat dipakai se$bagai sarana yang e$fe$ktif dan me$madai dalam 

upaya me$mpe$lajari dan me$mahami ilmu hukum, khususnya hukum pe$rdata 

dalam me$nambah wawasan se$rta me$ningkatkan ke$mampuan me$nganalisis 

te$rhadap ke$nyataan yang ada.   

E. Kerangka Konseptual  

Agar te$rhindar dari adanya pe$maknaan ataupun pe$nge$rtian yang be$rlainan 

be$rkaitan de$ngan istilah dan diksi yang dipakai pada pe$ne$litian ini, o$le$h se$bab itu 

pe$nulis me$nyajikan be$rbagai ko$nse$p yang juga be$rhubungan de$ngan mate$ri dan te$ma 

yang te$rtuang dalam pe$ne$litian ini. Be$rbagai istilah te$rse$but yaitu te$rdiri dari se$bagai 

be$rikut : 

1. Tanggung Jawab  

Tanggung jawab, me$nurut Kamus Be$sar Bahasa Indo$ne$sia (KBBI), adalah 

ke$wajiban untuk me$nanggung se$gala se$suatu jika te$rjadi apa-apa, yang dapat dituntut, 

dipe$rsalahkan, dan dipe$rkarakan. Se$me$ntara dalam kamus hukum, tanggung jawab 

adalah ke$wajiban se$se$o$rang untuk me$lakukan apa yang te$lah diwajibkan ke$padanya.5   

Me$nurut kamus hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas ko$nse$kue$nsi 

ke$be$basan se$o$rang te$ntang pe$rbuatannya yang be$rkaitan de$ngan e$tika atau mo$ral dalam 

me$lakukan suatu pe$rbuatan.6 

 
5Andi Hamzah, Kamus Hukum,Ghalia Indonesia, 2005. 
6Soekidjo Notoatmojo, Etika Dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. 
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Me$nurut Titik Triwulan pe$rtanggungjawaban harus me$miliki dasar, yang be$rarti 

bahwa se$se$o$rang me$miliki hak hukum untuk me$nuntut o$rang lain dan juga me$wajibkan 

o$rang lain untuk me$mbe$ri pe$rtanggungjawaban ke$padanya.7 

2. Pe$laku Usaha  

Pe$nge$rtian pe$laku usaha dapat dite$mukan dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang 

Pe$rlindungan Ko$nsume$n yaitu : “pe$laku usaha adalah se$tiap o$rang pe$rse$o$rangan atau 

badan usaha, baik yang be$rbe$ntuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 

didirikan dan be$rke$dudukan atau me$lakukan ke$giatan dalam wilayah hukum dalam 

wilayah hukum Ne$gara RI, baik se$ndiri maupun be$rsama-sama me$lalui pe$rjanjian 

me$nye$le$nggarakan ke$giatan usaha dalam be$rbagai bidang e$ko$no$mi”. 

3. O$je$k O$nline$ 

Transpo$rtasi o$je$k o$nline$ adalah me$to$de$ transpo$rtasi be$rbasis aplikasi o$nline$ di 

mana pe$langgan me$nggunakan pe$rangkat e$le$ktro$nik me$re$ka untuk me$me$san layanan 

o$je$k o$nline$ dan te$rhubung de$ngan drive$r yang me$ne$rima pe$sanan dan siap 

me$ngantarkan pe$langgan ke$ te$mpat tujuan me$re$ka. O$je$k o$nline$ adalah je$nis 

transpo$rtasi umum yang me$nggunakan se$pe$da mo$to$r se$bagai pe$nge$ndara. Namun, 

kare$na me$re$ka me$nggabungkan ke$majuan te$kno$lo$gi, o$je$k o$nline$ dianggap le$bih maju.8 

 

 

4. Pe$ngguna Jasa Layanan  

 
7Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, 

hlm. 48. 
8 Op. Cit, Moh Amiruddin, hlm. 2 
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Dalam Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang No$mo$r 22 Tahun2009 te$ntang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, Pe$ngguna Jasa adalah pe$rse$o$rangan atau badan hukum yang 

me$nggunakan jasa Pe$rusahaan Angkutan Umum.  

Dari pe$nje$lasan diatas me$nurut pe$nulis bahwa Tanggung Jawab adalah se$buah 

ko$nse$kue$nsi yang timbul dari pe$laksanaan ke$wajiban ataupun hak se$se$o$rang. Maxim 

me$rupakan salah satu Pe$rusahaan o$je$k o$nline$ dan pe$ngguna jasa yaitu se$o$rang yang 

me$nggunakan jasa angkutan umum. Maka dari itu pe$nulis me$mbuat judul skripsi yaitu 

Tanggung Jawab Pe$laku Usaha Te$rhadap Ko$nsume$n Pe$ngguna Layanan di Ke$camatan 

Te$lanaipura Ko$ta Jambi. 

F. Landasan Teoritis  

Te$o$ri me$rupakan payung le$gitimasi bagi pe$ne$liti ke$tika me$nganalisis 

pe$rmasalahan yang se$dang dalam kajiannya. Be$ragam te$o$ri dapat me$nde$skripsikan 

indikato$r dan me$lakukan inde$ntifikasi te$rhadap pe$rmasalahan se$rta me$njadi me$dia 

dalam me$nganalisa langkah dalam me$nye$le$saikan pe$rmasalahan yang se$laras de$ngan 

te$ma yang dite$liti. Adapun te$o$ri yang dipe$rgunakan o$le$h pe$nulis dalam pe$ne$litian ini 

yaitu :  

1. Te$o$ri Tanggung Jawab  

Tanggung jawab hukum dide$finisikan se$bagai suatu ke$wajiban yang te$rkait e$rat 

de$ngan hak dan ke$wajiban se$se$o$rang. Pe$laku usaha tidak hanya be$rtanggung jawab 

pada masyarakat te$tapi juga pada diri me$re$ka se$ndiri dalam ko$nte$ks pe$layanan. Artinya, 

pe$laku usaha be$rtanggung jawab pada ko$nsume$n untuk se$tiap tindakan yang be$rpo$te$nsi 

me$rugikan me$re$ka se$lama aktivitas usahanya.9 

 
9Yemima Br Sitepu, ‘Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang 

Tidak Benar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen’, Riau, JOM 

Fakultas Hukum, III, 2016, hlm. 4. 
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Tanggung jawabnya pe$laku usaha te$rhadap masyarakat di sini be$rupa aspe$k 

yang sifatnya krusial pada hukum pe$rlindungan ko$nsume$n. Adapun tanggung jawab 

se$cara hukum yang re$le$van me$ncakup be$be$rapa prinsip, yaitu:  

a. Liability base$d o$n fault (Prinsip tanggung jawab be$rdasarkan ke$salahan) 

Me$nurut prinsip ini, pe$ngangkut yang salah me$ngatur transpo$rtasi harus 

be$rtanggung jawab atas se$mua ke$rugian yang timbul se$bagai akibat dari 

ke$salahannya. Pihak yang me$nde$rita ke$rugian harus me$mbuktikan bahwa 

pe$ngangkut salah. Pihak yang te$rluka, bukan pe$ngangkut, be$rtanggung 

jawab untuk me$mbuktikan. Pe$rdata te$ntang pe$rbuatan ile$gal, Pasal 1265 

KUHPe$rdata me$ngatur prinsip ini se$cara umum. 

b. Pre$sumptio$n o$f liability (Prinsip praduga tanggung jawab) 

Prinsip ini me$nyatakan bahwa pe$ngangkut se$lalu be$rtanggung jawab 

atas ke$rugian yang timbul dari transpo$rtasi yang diaturnya. O$pe$rato$r dapat 

dibe$baskan dari tanggung jawab untuk me$mbayar ko$mpe$nsasi jika dia dapat 

me$mbuktikan bahwa dia tidak be$rsalah. "Tidak be$rsalah" be$rarti bahwa 

tidak ada ke$lalaian, te$lah be$rusaha untuk me$nghindari ke$rugian, atau 

pe$ristiwa yang me$nye$babkan ke$rugian tidak dapat dihindari. Pe$ngangkut, 

bukan pihak yang dirugikan, be$rtanggung jawab untuk me$mbuktikan. Ada 

cukup alasan bagi pihak yang dirugikan untuk me$nunjukkan bahwa me$re$ka 

te$lah me$ngalami ke$rugian se$lama transpo$rtasi yang dilakukan o$le$h 

pe$ngangkut. 

c. Strict liability (Prinsip tanggung jawab mutlak) 

Me$nurut prinsip ini, pe$ngangkut harus be$rtanggung jawab atas se$tiap 

ke$rugian yang timbul se$lama pe$ngangkutan yang dilakukannya tanpa harus 
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me$mbuktikan apakah ada ke$salahan pe$ngangkut atau tidak. Prinsip ini tak 

me$ngakui be$ban pe$mbuktian, unsur ke$salahan te$lah dipastikan.10 

Pe$nye$dia jasa o$je$k o$nline$ te$rhadap ko$nsume$n pe$ngguna layanan me$miliki 

tanggung jawab untuk me$mastikan ke$amanan, ke$se$lamatan, dan ke$nyamanan 

ko$nsume$n pe$ngguna layanan. Hal ini me$ncakup tanggung jawab hukum jika te$rjadi 

ke$rugian akibat ke$lalaian atau masalah dalam lalu lintas.  

Pe$ngaplikasian te$o$ri tanggung jawab hukum dalam frasa pe$rtama pe$ne$litian ini 

yaitu tanggung jawab hukum, maka te$o$ri ini dapat digunakan. Te$o$ri tanggung jawab 

juga digunakan se$bagai analisis rumusan masalah pe$rtama. 

2. Te$o$ri Ke$pastian Hukum  

Hukum harus me$miliki ke$pastian dan ke$adilan se$bagai prinsip dasarnya. 

Ke$pastian hukum me$rupakan e$le$me$n pe$nting dalam me$ncapai ke$adilan. Imple$me$ntasi 

nyata dari ke$pastian hukum te$rlihat pada pe$ne$gakan hukum te$rhadap pe$langgar tanpa 

me$mandang pe$lakunya. De$ngan adanya ke$pastian hukum, se$tiap individu dapat 

me$mpe$rkirakan ko$nse$kue$nsi dari pe$langgaran te$rhadap aturan yang be$rlaku. 

Ke$pastian hukum tidak dapat dipisahkan dari hukum itu se$ndiri, te$rutama untuk no$rma 

hukum te$rulis. Tanpa ke$pastian, hukum ke$hilangna makna, tidak bisa digunakan 

se$bagai panduan pe$rilaku bagi se$tiap o$rang. Me$nurut Pe$te$r Mahmud Marzuki, bahwa: 

Ke$pastian hukum me$ngandung dua pe$nge$rtian, yaitu pe$rtama, adanya aturan 

yang be$rsifat umum me$mbuat individu me$nge$tahui pe$rbuatan apa yang bo$le$h 

atau tidak bo$le$h dilakukan; dan ke$dua, be$rupa ke$amanan hukum bagi individu 

dari ke$se$we$nangan pe$me$rintah kare$na adanya aturan yang be$rsifat umum itu 

individu dapat me$nge$tahui apa saja yang bo$le$h dibe$bankan atau dilakukan o$le$h 

ne$gara te$rhadap individu.11 

 

 
10Ni Made Arini, I Gusti Ngurah Wairocana, dan I Wayan Wiryawan, ‘Penyelesaian Permasalahan 

Kredit Tanpa Agunan (UMKM) Di Denpasar’, Bali, Acta Comitas, II No.1, 2017. 
11Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 137. 



13 

 

Be$rdasarkan pe$nge$rtian yang te$lah dije$laskan, ke$pastian hukum me$mastikan 

bahwa individu akan be$rtindak se$suai de$ngan aturan hukum yang be$rlaku. Se$baliknya, 

tanpa ke$pastian hukum, individu tidak me$miliki pe$do$man yang je$las dalam 

me$njalankan pe$rilaku me$re$ka. O$le$h kare$na itu, tidak ke$liru jika Gustav Radbruch 

me$nyatakan bahwa ke$pastian adalah salah satu tujuan utama dari hukum. 

Hukum yang dite$gakkan o$le$h le$mbaga pe$ne$gak hukum diharapkan dapat 

me$njamin ke$pastian hukum de$mi te$rciptanya ke$te$rtiban dan ke$adilan dalam 

masyarakat. Ke$tidakpastian hukum dapat me$nye$babkan ke$kacauan dalam ke$hidupan 

masyarakat dan be$rpo$te$nsi me$micu tindakan main hakim se$ndiri. 

Te$o$ri Ke$pastian Hukum ini me$nce$rminkan bahwa hukum harus je$las, te$tap, 

dan ko$nsiste$n, se$hingga tidak me$nimbulkan ko$nflik no$rma dalam masyarakat. 

Te$rhadap ko$nsume$n pe$ngguna layanan o$je$k o$nline$ ini, pe$laku usaha o$je$k o$nline$ harus 

me$mpunyai ke$pastian hukum agar ko$nsume$n pe$ngguna layanan me$rasa aman kare$na 

te$lah adanya ke$pastian hukum jika te$rjadi se$suatu hal atau pe$rmasalahan yang timbul 

saat ko$nsume$n pe$ngguna layanan me$nggunakan jasa pe$laku usaha o$je$k o$nline $ 

te$rse$but. 

Pe$ngaplikasian te$o$ri ke$patian hukum te$rhadap pe$ne$litian ini untuk 

me$nganalisis aturan hukum yang sudah je$las dan te$gas te$rhadap tanggung jawab 

pe$laku usaha o$je$k o$nline$. Te$o$ri ini juga dapat me$mbatu me$nye$le$saikan bagaimana 

pe$rmsalahan te$rse$but dise$le$saikan.  

 

 

3. Te$o$ri Pe$ne$gakan Hukum 

Me$nurut So$e$rjo$no$ So$e$kanto$, pe$ne$gakan hukum adalah pro$se$s me$nyatukan 

nilai-nilai yang kuat dalam kaidah-kaidah, ke$yakinan-ke$yakinan yang kuat, dan sikap-
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sikap yang me$nge$jawantahkannya, yang be$rfungsi se$bagai pe$njabaran nilai tahap de$mi 

tahap.12 

Me$nurut Satjipto$ Raharjo$, pe$ne$gakan hukum be$rarti pe$laksanaan hukum dalam 

ke$hidupan so$sial. Pe$ne$gakan hukum adalah tindakan yang harus dilakukan dalam 

ke$hidupan masyarakat se$hari-hari se$te$lah undang-undang dibuat. Namun, se$ring 

dise$but pe$ne$rapan hukum atau re$chisto$e$passing dan re$chtshandhaving (Be$landa) atau 

law e$nfo$rce$me$nt dan applicatio$n (Ame$rika). 

Dalam struktur ke$le$mbagaan ne$gara mo$de$rn, pe$ne$gakan hukum dilakukan o$le$h 

biro$krasi e$kse$kutif, atau biro$krasi pe$ne$gakan hukum.  

E$kse$kutif, de$ngan biro$krasinya, me$rupakan bagian dari rantai untuk me$wujudkan 

re$ncana yang te$rcantum dalam pe$raturan (hukum) se$suai de$ngan bidang yang ditangani 

(ne$gara ke$se$jahte$raan).13 

Pe$ne$gakan hukum juga bisa dikatakan se$bagai langkah awal se$te$lah adanya 

pe$raturan yang me$ngaturnya yaitu Pe$raturan Me$nte$ri Pe$rhubungan Re$publik Indo$ne$sia 

No$mo$r Pm 12 Tahun2019 Te$ntang Pe$lindungan Ke$se$lamatan Pe$ngguna Se$pe$da Mo$to$r 

Yang Digunakan Untuk Ke$pe$ntingan Masyarakat te$lah me$ngatur bagaimana 

se$harusnya pe$laku usaha o$je$k o$nline$ dalam se$me$stinya.   

Pe$ngaplikasian pada te$o$ri pe$ne$gakan hukum ini pada e$fe$ktif me$njamin hak-hak 

ko$nsume$n agar te$rlindungi dan pe$laku usaha o$je$k o$nline$ be$rtanggung jawab se$suai 

de$ngan hukum yang be$rlaku.  

G. Originalitas Penelitian  

 
12Soerjono Soekanto, Teori Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada. 
13Steven Dherry Susanto, ‘Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Para Ahli’, 2021, hlm. 4. 
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Dari hasil pe$ne$laahan yang dilakukan pe$nulis se$hubungan de$ngan pe$ne$litian ini, 

dite$mukan be$be$rapa pe$ne$litian te$rdahulu yang me$mpunyai pe$rsamaan dan pe$rbe$daan 

de$ngan to$pik pe$ne$litian yang akan di bahas, diantaranya :  

1. Fre$za Se$ptiyansyah, Mahasiswi Fakultas Syariah Pro$gram Studi Hukum E$ko$no$mi 

Syariah, Pada Tahun2021 yang be$rjudul “Tinjauan Hukum Po$sitif Dan Hukum 

Islam Te$rhadap Pe$rjanjian Ke$mitraan Antara Pt. Maxim O$je$k O$nline$  De$ngan 

Drive$r Maxim Di Ko$ta Be$ngkulu” Adapun pe$rsamaan dalam pe$ne$litian ini adalah 

sama-sama me$mbahas te$ntang be$ntuk ke$rugian yang dialami o$le$h ko$nsume$n 

pe$ngguna layanan O$je$k O$nline$ Maxim. Adapun pe$rbe$daan te$rle$tak pada pe$raturan 

yang digunakan dalam pe$ne$liti te$rdahulu Hukum Islam se$dangkan dalam pe$ne$litian 

ini me$nggunakan KUHPe$rdata.  

De$ngan de$mikian ke$bahuran bagi Pe$ne$litian te$rbaru ini te$rle$tak pada kajian UU 

yang te$rbatas, kare$na o$rie$ntasinya te$rhadap pe$laku usaha o$je$k o$nline$ 

te$rbarahurakan.  

2. Sri Rizki, Mahasiswi Fakultas Hukum Unive$rsitas Jambi, Pada Tahun 2022 yang 

be$rjudul, “Pe$rlindungan Hukum Te$rhadap Pe$re$mpuan Drive$r  O$je$k O$nline$ dalam 

Pre$sfe$ktif Hukum” Adapun pe$rsamaan dalam pe$ne$litian ini adalah sama-sama 

me$mbahas pe$rlindungan ko$nsume$n pe$ngguna layanan o$je$k o$nline$. Adapun 

pe$rbe$daan te$rle$tak pada inti pe$rmasalahan yang akan di bahas. Pada pe$ne$litian 

te$rdahulu ko$nsume$n yang be$rpo$te$nsi dirugikan ialah drive$r  o$je$k o$nline$ Pe$re$mpuan, 

se$dangkan pe$ne$litian yang akan dilakukan o$le$h pe$nulis akan be$rfo$kus pada 

pe$rlindungan hukum te$rhadap ko$nsume$n pe$ngguna layanan yang me$rupakan laki-

laki maupun pe$re$mpuan.  
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Ke$baharuan pe$ne$litian ini yang be$lum ada pada pe$ne$litian se$be$lumnya ialah  

pada aspe$k pe$rlindungannya, bahwa pe$rlindungan dalam pe$ne$litian te$rbaru ini ialah 

ko$nsume$n pe$ngguna layanan.  

3. Fatma Fitrinuari Fatima, Mahasiswi Fakultas Hukum Unive$rsitas Ne$ge$ri Surakarta. 

Pada Tahun2021 de$ngan judul “Pe$rtanggungjawaban Hukum Pe$rdata Te$rhadap 

Pe$njualan Buku Bajakan Me$lalui E$-Co$mme$rce$ Be$rdasarkan UU No$mo$r 28 

Tahun2014 Te$ntang Hak Cipta”  

Adapun pe$rsamaan dalam pe$ne$litian ini adalah dalam hal pe$rtanggungjawaban 

hukum ke$pe$rdataanya. Adapun pe$rbe$daan te$rle$tak pada inti pe$rmasalahan yang 

dibahas. Pada pe$ne$litian te$rdahulu me$ne$kankan pada pe$rtangggungjawaban hukum 

pe$rdata te$rhadap pe$njual buku bajakan se$dangkan pe$ne$litian yang akan dilakukan 

o$le$h pe$nulis akan be$rfo$kus pada pe$rtanggungjawaban jasa o$je$k o$nline$ maxim 

te$rhadap pe$ngguna layanan.  

Ke$baharuan pe$ne$litian ini yang be$lum ada pada pe$ne$litian te$rdahulu ialah 

pe$rtanaggungjawaban hukum ke$pe$rdataan dalam pe$laku usaha o$je$k o$nline$ yang 

me$njalankannya.  

H. Metode Penelitian  

Pe$ne$litian pada dasarnya me$rupakan pro$se$s yang te$rstruktur yang 

me$manfaatkan pe$nde$katan ilmiah de$ngan maksud untuk me$nghimpun info$rmasi yang 

dapat me$ngo$nfirmasi atau me$nyangkal ke$be$naran suatu fe$no$me$na yang diamati.  

1. Tipe$ Pe$ne$litian  

Dalam pe$ne$litian ini pe$ne$liti me$nggunakan tipe$ pe$ne$litian yang be$rsifat yuridis 

e$mpiris. Pe$nde$katan e$mpiris me$rupakan pe$ne$litian hukum yang me$mandang hukum 
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se$bagai fakta yang dapat di ko$nstatasi dan me$miliki ke$be$radaan te$rhadap nilai.14 

Pe$ne$litian hukum e$mpiris me$rupakan salah satu je$nis pe$ne$litian hukum yang 

me$nganalisis dan me$ngkaji be$ke$rjanya hukum dalam masyarakat.15  

 

 

2. Lo$kasi Pe$ne$litian  

Pe$ne$litian akan dilaksanakan di be$rbagai wilayah yang ada di Ko$ta Jambi, 

diantaranya :  

1) Kanto$r Maxim Cabang Ko$ta Jambi be$ralamat Jl. D.I Panjaitan No$. 31 

RT 38 Je$lutung Ko$ta Jambi, 36124. 

2) Ke$camatan Te$lanaipura, Ko$ta Jambi, Pro$vinsi Jambi  

3. Spe$sifikasi Pe$ne$litian  

Untuk me$nde$kati pe$rmasalahan dalam pe$ne$litian ini, pe$nulis me$nggunakan 

spe$sifikasi pe$ne$litian se$cara de$skriptif de$ngan me$nggambarkan o$bje$k pe$ne$litian se$cara 

rinci dan siste$matis. Se$lanjutnya, pe$nulis me$nganalisis pe$raturan pe$rundang-undangan 

yang re$le$van dan me$ngkaitkannya de$ngan te$o$ri-te$o$ri yang be$rhubungan de$ngan to$pik 

pe$ne$litian ini se$suai de$ngan hukum yang be$rlaku.  

4. Po$pulasi dan Sampe$l Pe$ne$litian  

Dalam pe$ne$litian ini dipe$rlukan pe$nje$lasan te$ntang po$pulasi dan sampe$l yang 

dapat digunakan se$bagai sumbe$r data pe$ne$litian. Juga dipe$rlukan pe$nje$lasan te$ntang 

bagaimana hasil pe$ne$litian dapat dige$ne$ralisasikan (ke$simpulan data sampe$l yang dapat 

 
14Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet. Kedua , CV. Mandar Maju, Bandung, 

2016, hlm. 81. 
15Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Kencana, 

Jakarta, 2022, hlm.150. 
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digunakan untuk po$pulasi) se$hingga sampe$l yang digunakan se$bagai sumbe$r data harus 

re$pre$se$ntatif. Ini dapat dicapai de$ngan me$ngambil sampe$l dari po$pulasi se$cara acak 

dalam jumlah te$rte$ntu.16 

a. Po$pulasi  

Me$nurut Nanang Marto$no$ “Po$pulasi adalah ke$se$luruhan o$bje$k atau subje$k yang 

be$rbe$da pada suatu wilayah dan me$me$nuhi syarat-syarat te$rte$ntu be$rkaitan de$ngan 

masalah pe$ne$litian, atau ke$se$luruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan 

dite$liti”. Dalam pe$ne$litian ini yang me$njadi po$pulasi adalah se$luruh pe$ngguna aplikasi 

o$je$k o$nline$ maxim yang be$rada di Ke$camatan Te$lanaipura ko$ta jambi.  

Pe$ngguna aplikasi o$je$k o$nline$ yang be$rada di Ke$camatan Te$lanaipura dalam 

tahun 2024 se$banyak 1023 ko$nsume$n pe$ngguna layanan. Ko$nsume$n pe$ngguna layanan 

yang me$ngalami ke$rugian se$banyak 25 ko$nsume$n pe$ngguna layanan. 

b. Sampe$l 

Me$nurut pe$ndapat Sugiyo$no$, dalam artike$l de$ngan judul “Ko$nse$p Umum 

Po$pulasi dan Sampe$l Dalam Pe$ne$litian” Sampe$l adalah jumlah atau bagian ke$cil dari 

po$pulasi yang me$njadi sumbe$r data dalam pe$ne$litian, dimana sampe$l me$rupakan bagian 

jumlah karate$ristik yang dimiliki o$le$h po$pulasi.17 Pe$narikan sampe$l be$rdasarkan 

Purpo$sive$ Sampling, me$ne$ntukan te$rle$bih dahulu krite$ria-krite$ria bagi re$spo$nde$n yang 

dianggap paling me$nge$tahui masalah yang dite$liti. Se$hingga be$rdasarkan te$knik ini, 

Adapun yang dijadikan sampe$l dalam pe$ne$litian ini yaitu :  

1) Ke$pala Cabang Kanto$r Maxim Jambi  

 
16Nasution Abdul Fattah, Metode Penelitian Kualitatif, ed. by Meyniar, Harfa Creative, Medan,2023, 

hlm. 169. 
17Sabaruddin Garancang dan Kamaluddin Abu nawas Nur Fadilah Amin, ‘Konsep Umum Populasi Dan 

Sampel Dalam Penelitian’, Jurnal Kajian Islam Kontemporer, 14 No 1, 2023, hlm. 14. 
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2) Drive$r Maxim 10 (se$puluh) di Ke$camatan Te$lanaipura  

3) 9 (Se$mbilan) Pe$ngguna Maxim di Ke$camatan Te$lanaipura 

5. Pe$ngumpulan Data  

Me$to$de$ pe$ngumpulan data yang digunakan dalam pe$nulisaan ini adalah de$ngan 

cara :  

a. Wawancara  

Wawancara yaitu me$lakukan tanya jawab se$cara langsung antara pe$ne$liti 

de$ngan re$spo$nde$n atau narasumbe$r yang te$lah dite$ntukan untuk me$ndapatkan 

info$rmasi.18  

Pro$se$s be$rbicara atau be$rko$munikasi, wawancara me$ne$ntukan hasilnya, 

me$mpe$ngaruhi satu sama lain dan be$rhubungan satu sama lain.  

Me$re$ka te$rmasuk pe$wawancara, re$spo$nde$n, narasumbe$r, daftar pe$rtanyaan, dan 

ko$ndisi wawancara.19 

Wawancara dilakukan se$cara info$rmal (santai) antara pe$ne$liti dan re$spo$nde$n, 

pe$ne$liti be$rsama re$spo$nde$n me$lakukan se$si tanya jawab, dari se$si tanya jawab 

pe$ne$liti me$ndapat info$rmasi. Te$knik wawancara yang digunakan ialah me$milih 

be$be$rapa re$spo$nde$n yang me$nge$tahui pe$rmasalahan yang te$lah dite$liti. Jumlah 

re$spo$nde$n saat be$rjalannya wawancara se$banyak 5 orang, seharusnya responden 

saat wawancara sebanyak 9 orang, namun 4 orang responden menolak untuk 

diwawancarai karena memiliki alasan tidak bisa ditemui dan responden tidak 

menjawab penulis perihal untuk melaksanakan wawancara tersebut.  

b. Studi Do$kume$n  

 
18Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, 2020, hlm. 95. 
19Ibid 
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 Studi do$kume$n de$ngan cara me$ngambil data dari buku-buku Pustaka yang 

te$rkait de$ngan pe$rmasalahan dan data yang sudah dio$lah dan disusun se$cara 

siste$matis. 

a. Sumbe$r data  

a. Data Prime$r  

Me$rupakan data yang dipe$ro$le$h se$cara langsung di lapangan de$ngan 

me$lalui wawancara de$ngan re$spo$nde$n yang me$njadi subje$k dalam pe$ne$litian 

ini.  

b. Data Se$kunde$r  

Bahan yang dipe$ro$le$h de$ngan me$mpe$lajari pe$raturan Pe$rundanga-undangan 

yakni :  

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pe$rdata ( KUHPe$r) 

b. Undang-Undang No$mo$r 22 Tahun2009 Te$ntang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan 

c. Undang Undang No$mo$r 1 Tahun2024 te$ntang Pe$rubahan Ke$dua atas 

Undang-Undang No$mo$r 11 Tahun2008 te$ntang Info$rmasi dan 

Transaksi E$le$ktro$nik (UU ITE$) 

d. Pe$raturan Me$nte$ri Pe$rhubungan Re$publik Indo$ne$sia No$mo$r PM 12 

Tahun 2019 Te$ntang Pe$lindungan Ke$se$lamatan Pe$ngguna Se$pe$da 

Mo$to$r yang Digunakan untuk Ke$pe$ntingan Masyarakat 

b. Pe$ngo$lahan Data dan Analisis Data  

Se$te$lah data be$rhasil dikumpulkan, dianalisis, disimpulkan, dan dio$lah de$ngan 

baik, ke$mudian data dianalisis se$cara de$skriftif kualitatif lalu diuraikan dalam 

be$ntuk kalimat yang nantinya dapat me$me$cahkan masalah yang dite$liti, ke$mudian 

diambil ke$simpulan yang re$le$van.  
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I. Sistematika Penulisaan 

Dalam pe$nulisaan skripsi ini ditulis dalam rangkaian yang siste$matis, antara 

bagian-bagian di dalamnya satu de$ngan yang lainnya saling be$rkaitan de$ngan e$rat. 

Guna me$mbe$rikan Gambaran umum te$ntang skripsi ini maka pe$nulis me$mbagi e$mpat 

bagian yang te$rdiri atas e$mpat bab, yaitu :  

Bab I  Pe$ndahuluan pada bab ini me$nguraikan me$nge$nai latar be$lakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat pe$ne$litian, ke$rangka ko$nse$ptual, landasan 

te$o$ritis, o$riginalitas pe$ne$litian, me$to$de$ pe$ne$litian, dan siste$matika pe$nulisaan,  

Bab II Tinjauan Pustaka be$risikan ko$nse$p pe$mikiran te$ntang tanggungjawab, 

pe$rlindungan ko$nsume$n, transpo$rtasi , pe$laku usaha, dan ko$nsume$n pe$ngguna jasa.   

Bab III Pe$mbahasan dalam bab ini akan me$nguraikan me$nge$nai be$ntuk-be$ntuk 

ke$rugian yang dialami ko$nsume$n dan tanggung jawab pe$laku usaha o$je$k o$nline $ 

te$rhadap ko$nsume$n pe$nggguna layanan dan fakto$r pe$nye$bab pe$laku usaha o$je$k o$nline $ 

tidak be$rtanggungjawab.  

Bab IV Pe$nutup pada bab ini me$muat ke$simpulan dari apa yang te$lah diuraikan 

pada bab-bab se$be$lumnya dan saran-saran o$le$h pe$nulis se$bagai be$ntuk hasil pe$mikiran 

atas pe$rmasalahan yang dite$liti te$ntang pe$rtanggungjawaban pe$nye$dia jasa o$je$k o$nline$ 

maxim te$rhadap ko$nsume$n pe$ngguna layanan di ko$ta jambi. 

 


